
BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR AC TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 61
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2018 telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai Nomor 6 Tahun 2017 dan dijabarkan dalam
Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 61 Tahun
2017;

a.

bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran Anggaran
di Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah perlu dilakukan Perubahan
Peraturan Bupati;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 61 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

c.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
TaT un 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
4/ei ib&ydtfHWagi ra Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, T9¥i8M5}§h Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat 1.

d

iorooo9);IN or

wansxs . f̂cinc
Pen
Kor

an ; Nomor 28 Tahun
i Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Knhi.< i dan Nepotisme (Lembaran Negara

1999 tentang2 . ang-
rclajgfiSkr Tr

2 3 msi

! /
' sia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Nfifraia Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4346);

4.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6.

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233);

11. Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17.
Daerah (Lembaran Negara
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

21 Tahun 2011 tentang

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6
Tah'WiT'̂ Q'Hi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

upaten Serdang Bedagai Tahun AnggaranEXAMIMA&ll
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E aerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 61
1' tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Daerah;
KASL'BBAG?ER-UU%aMemperhatikan Dewj n Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSerdrnjv Bedagai Nomor 170/900/322/2018 Tentang

PerSetUjU&lWergeseran Anggaran Mendahului Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD)
Tahun Anggaran 2018 pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 61
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan daerah

yang sah
Jumlah Pendapatan

Rp 219.156.984.000,00
Rp 1.128.929.229.000,00
Rp 245.911.520.000,00

Rp 1.593.997.733.000,00

2. Belanja

Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan Sosial
4) Belanja Bagi Hasil

a.
Rp 600.108.215.926,00
Rp 23.982.550.000,00
Rp 3.889.000.000,00
Rp 8.257.006.000,00

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 223.919.441.600,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp 500.000.000,00

Rp 860.656.213.526,00
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 89.104.160.198,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 267.753.242.892,00

Rp 366.484.116.384,00
Rp 723.341.519.474.00

3) Belanja Modal

Rp 1.583.997.733.000,00Jumlah Belanja

10.000.000.000.00Surplus/ (Defisit)
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan
Daerah

b. Pengeluaran
Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto

RE

0,00

0.000.000.000,00XV

10.000 .000.000 ,00)(RpKABAG

fSI^̂ VPSgibiayaan AngdaMflh 0,00un Berker aan Rp

i t KASUBBAG ,
PER-UU-ANPi salfl2^ii3J WiH i 3 1

!mAPBD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalamTO igka-sih4>P©njaJ
Li mpiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkanlebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan keija perangkat daerahsesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

B. PARAF K3-0RDINAS!
Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal a ouii’ zoi°
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
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BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018 NOMOR
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